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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di
antara ciptaan Tuhan yang lain yang ada di dunia ini. Dikatakan
sempurna karena hanya manusialah yang diberi akal untuk berfikir,
sedangkan makhluk yang lain tidak diberi akal. Dengan akal manusia
bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak
baik. Namun manusia seringkali menggunakan akal ini untuk berbuat
jahat kepada orang lain meskipun ia tahu bahwa apa yang dilakukannya
itu adalah perbuatan yang salah. Misalnya, melakukan pembunuhan.
Meskipun ia tahu, membunuh adalah perbuatan yang melanggar
hukum dan bertentangan dengan kaidah agama, tetapi tetap saja
dilakukan bahkan seringkali direncanakan terlebih dahulu.

Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata
dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman
yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara,
umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman

badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang



terjadi di masyarakat. Menjadi tujuan pemidanaan pada waktu itu
adalah bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi
dari kejahatan,

, ‘Keja}ﬁtan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang
dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itulah sebabnya dalam
keseharian setiap orang dapat menangkap berbagai komentar tentang
suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam
pengalaman setiap orang ternyata tak mudah untuk memahami
kejahatan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah
diatur tentang sanksi yang diterima, jika suatu kejahatan dilakukan.
Untuk pembunuhan, sanksi yang diancamkan oleh undang-undang
sangat berat, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang
menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa seseorang
hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan
bukan oleh siapapun. Untuk pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
mengancam maksimum pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Dibuatnya sanksi yang berat yaitu agar masyarakat tidak melakukan

perbuatan tersebut.




Pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh seseorang
merupakan salah satu bentuk delik pembunuhan berencana.
Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa asing
(Belan‘da)"d}:sebut "Moord yang artinya sengaja dan direncanakan
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, boleh dikatakan bahwa ini
adalah pembunuhan biasa (doodslag) tersebut dalam Pasal 338 KUHP,
akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (voor
badachterade) karena timbulnya maksud untuk membunuh dan
pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan
tenang memikirkan, Misalnya bagaimana cara pembunuhan ini
dilakukan.

Bahwa saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan
pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga tidak terlalu lama,
yang penting apakah di dalam tempat itu si pelaku dengan tenang dapat
berfikir sebenarnya. la masih ada kesempatan untuk membatalkan niat
untuk membunuh itu, tetapi tidak ia gunakan.

Secara historis, adat merupakan pencerminan dari sebuah bangsa,
oleh karena itu, setiap bangsa memiliki adat/kebiasaan yang tidak sama

dengan bangsa lain, justru yang tidak sama inilah dapat dikatakan
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bahwa adat adalah terpenting yang memberikan identitas kepada
bangsa.

Pada dasarnya ketika mendefinisikan budaya sebagai
keseluruaii dari pengetahuan, sikap dan pola prilaku yang merupakan
kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu anggota masyarakat
tertentu, maka budaya masyarakat Selayar merupakan keseluruhan
nilai-nilai atau hal-hal yang berharga untuk dipelihara, dikembangkan
dan diwariskan kepada masyarakat Selayar. Dengan demikian segala
yang berupa pemikiran, nilai-nilai sosial atau benda (karya manusia)
yang dianggap berharga adalah budaya Selayar. Budaya Selayar akar
historisnya yaitu sejak terbentuknya masyarakat, adapun secara
sosiologis akar budayanya berarti nilai yang terdapat dalam bentuk
kepribadian masyarakat Selayar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul :
"Analisis Terhadap Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Yang

Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Kabupaten Selayar).

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut :




1. Bagaimanakah penentuan kualitas pembuat delik pada pembunuhan
berencana yang dilakukan secara bersama-sama di Kampung
Bissorang Kabupaten Selayar?

2. Sejaufmfahakah tanggung jawab pelaku peserta dalam putusan

No.51/Pid.B/2009/PN.Selayar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka

dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui penentuan kualitas pelaku pada delik
pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama di
Kampung Bissorang Kabupaten Selayar.
b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku peserta dalam

putusan No.51/Pid.B/2009/PN Selayar.

2. Kegunaan penelitian
a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak penegak

hukum dan masyarakat di Kampung Bissorang Kabupaten

Selayar.




b. Diharapkan dapat menjadi bahan pustaka bagi mahasiswa yang

ingin meneliti pada kasus yang sama.

14 Metode nggliﬁan
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Selayar khususnya di
Kota Benteng yang merupakan ibukota Kabupaten Selayar dan
merupakan salah satu daerah Kabupaten di Sulawesi-Selatan.
Kabupaten Selayar yang dikenal sebagai daerah perairan di mana
penduduknya sebagian besar adalah nelayan, pedagang, PNS yang
rawan akan perselisihan.

Perselisihan terjadi yang tidak dapat dihindari berakibat pada
hilangnya nyawa seseorang dan berakibat pada kehidupan rumah

tangga.

2, Jenis dan Sumber Data
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis
dan sumber data yang diperlukan adalah :
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapang melalui
wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Selayar,

jaksa, penyidik dan penasihat hukum




b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka

dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data
- rgélapun teknik pengumpulan data dan informasi yang
digunakan adalah sebagai berikut :
a. StudiPustaka
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mempelajari berbagai literatur yang berkenaan dengan pokok
permasalahan yang akan dikaji serta hasil penelitian sebelumnya
guna dijadikan landasan teoritis.
b. Observasi
Pengamatan langsung terhadap gejala yang berhul')ungan/
berkaitan dengan masalah yang sedang dikaiji.
c. Wawancara
Melakukan wawancara langsung kepada hakim penuntut

umum, penyidik, penasihat hukum dan keluarga korban.




4. Analisis Data
Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data
sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif
dlgunakan untuk menganalisis data-data dari hasil telaah pustaka
dan berbagai literatur dalam satu hasil wawancara, untuk membuat

suatu kesimpulan dalam bentuk deskriptif.




BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian delik Pembunuhan Berencana dan Unsur-unsur Delik

Pembunuhan Berencana

Di dalam berbagai literatur hakum pidana yang ditulis oleh
para ahli hukum pidana, ditemukan pengertian tentang delik yang
saling berbeda.

Delik yang berasal dari bahasa Belanda “straf baar feit”,
yang para sarjana hukum Indonesia menerjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia dalam berbagai pengertian tetapi pada umumnya
menjurus kepada adanya suatu tindakan yang bertentangan -
dengan hukum pidana.

Moeljatno (2002:42) mengemukakan bahwa delik sama
pengertiannya dengan “tindak pidana”, begitu pula Wirjono
Prodjodikoro (2003 : 57) memakai istilah “perbuatan melawan
hukum”.

Kedua pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa istilah

tersebut keduanya bermakna ada suatu perbuatan atau tindak
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pidana yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang, seperti
delik pembunuhan dalam pasal (340 KUHP).

Sedansgkan W. Prodjodikoro (2003 : 72) menggunakan
,istilah'/‘;perbuatan pidana” pendapat tersebut, menurut penulis
kurang tepat karena yang melakukan delik atau peristiwa bukan
pidana tetapi manusia sebagai subyek hukum yang pendukung hak
dan kewajiban.

Lain halnya dengan Bambang Purnomo (1985 : 61)
mempergunakan istilah “peristiwa pidana”, istilah persiswa pidana
untuk delik sebagaimana istilah yang dipakai tersebut jika
dihubungkan dengan pembunuhan, karena pembunuhan sudah
menunjukkan terjadi suatu peristiwa hilangnya nyawa seseorang,.

Dari berbagai istilah tentang delik yang telah dikemukakan
di atas, Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 125) mengemukakan
paling tepat adalah istilah “delik”, karena mudah dimengerti dan
berlaku universal.

Bertitik tolak dari pengertian dan istilah-istilah tersebut,
maka delik pembunuhan berencana, pengertiannya adalah
pembunuhan yang diawalinya dengan perencanaan melakukan

pembunuhan, sedangkan pembunuhan tersebut, sudah
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menunjukkan suatu “tindak pidana”, “perbuatan melawan
hukum” yang pelakunya dapat dikenai pidana yang berupa
penjara, jika yang bersangkutan (pelaku delik) tersbukti secara sah
.dan m‘é;)'/akinkan melakukan delik pembunuhan.

Dengan demikian istilah delik berarti pula suatu tindakan
atau perbuatan yang tercela, tidak patut untuk dilakukan karena
bertentangan dengan hukum pidana.

Sebaliknya, jika perbuatan atau tindakan seseorang bukan
tercela, dan tidak pula dilarang dalam hukum pidana, maka
perbuatan itu tidak dapat dikatakan “delik” dan yang
bersangkutan tidak dapat pula dikenai hukum pidana.

Sedangkan delik pembunuhan berencana yang diatur dalam
Pasal 340 KUHP, mempunyai unsur-unsur delik, adapun unsur-
unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan
hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum

dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan
perbuatannya tersebut secara hukum,

- Dengan sengaja
Dengan sengaja terdapat dalam satu wujud atau tujuan untuk
mengadakan  akibat, misalnya sengaja  melakukan
pembunuhan.




- Dengan rencana terlebih dahulu artinya pembunuhan itu
direncanakan terlebih dahulu, bukan karena terjadi seketika
dan terpaksa (masih ada waktu bagi pelaku untuk
memikirkan hal itu).

- Merampas / menghilangkan nyawa orang lain
. . “Yang dimaksud dengan merampas atau menghilangkan
nyawa orang lain, antara perbuatan dan matinya orang harus
ada hubungan kausal (sebab dan akibat). Sebagai motif
terjadinya delik pembunuhan tersebut yang menjadi sebab
matinya orang,

- Melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
melakukan.
Yang menyuruh melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua)
orang yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan
yang disuruh melakukan. Jadi bukan orang itu sendiri yang
melakukan tindak pidana. Akan tetapi ia menyuruh orang
lain, sedangkan orang yang melakukan (pleger) adalah
seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala
anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Berkaitan dengan unsur-unsur delik pembunuhan dalam
Pasal 340 KUHP yang telah dikemukakan tersebut di atas, menurut
A. Chazawi (2002 : 17), salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak
terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipidana melakukan delik

pembunuhan secara berencana.
Kecuali jika semua unsur-unsur delik dalam pasal 340 KUHP
terpenuhi. Barulah dapat dijatuhi hukuman pidana atau dapat

dipenjara.
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22 Pengertian fentang Penyertaan

Delik pembunuhan berencana yang dilakukan lebih dari

satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang. Orang yang
dlSllI-‘uh atau turut melakukan / mewujudkan terlaksananya
pembunuhan itu. Maka kedudukan orang yang seperti itu adalah
turut serta (penyertaan).

Penyertaan dapat berupa dia tidak ikut secara langsung
membunuh si korban, tetapi dia memberikan sarana atau
keﬁudahm kepada pelaku, untuk mewujudkan niatnya
membunuh, Misalnya ia memberikan sebilah parang, keris atau
kayu kepada pelaku, karena yang bersangkutan ikut memperlancar
si pelaku melakukan aksinya, orang tersebut dikatakan turut serta
dia dikenai sanksi atau ancaman pidana dalam delik penyertaan.

Erat kaitannya dengan uraian di atas, Lamintang (1990 : 12)
mengemukakan bahwa penyertaan yaitu turut sertanya seorang
atau beberapa orang pelaku delik, tetapi yang bersangkutan bukan
pelaku sepenuhnya.

Moeljatno (1983 : 72) juga berpendapat bahwa penyertaan

(turut serta) bukan pelaku sepenuhnya, keududkannya hanya
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memberikan sarana dan kemudahan kepada pelaku wuntuk
melakukan suatu tindak pidana.

Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992 : 40)
,membéikan pengertian penyertaan yaitu turut ambil bagian, dia
bukan pelaku sepenuhnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam suatu
tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara
bersama-sama, untuk terlaksananya (terwujudnya) rencana
pembunuhan tersebut.

Oleh karenanya, yang menyuruh melakukan, sedikit harus
ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)
dan yang disuruh melakukan pembunuhan, dan terwujudnya
suatu delik seperti delik pembunuhan berencana yang dilakukan
secara bersama-sama, terlebih dahulu ada orang vyang
merencanakannya (ada niat) untuk melakukan pembunuhan.
Namun ia tidak bisa melakukan sendiri (kedudukannya adalah
- deder intelektual) sedang orang yang disuruh {pleger) jika dikenai

pidana hukum turut serta melakukan delik penyertaan.

Dengan demikian orang yang tidak melakukan suatu delik

seperti delik pembunuhan tetapi yang bersangkutan mempunyai
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peranan di dalamnya yang memperlancar terwujudnya delik itu,
meskipun ia tidak ambil bagian maka yang bersangkutan dapat
dikenai delik penyertaan.

- Akan tetapi jika yang diduga (para pelaku), memang ikut
secara langsung mewujudkan suatu delik secara bersama-sama
mengambil bagian dalam pembunuhan terhadap korban atau
dengan kata lain bertindak sebagai pelaku (dader) tindak pidana,
menurut A Chazawi (2002 : 52) disebut juga manus ministra (willos
werktuig), yaitu orang yang melakukan seluruh delik, misalnya
delik pembunuhan.

Penyertaan dalam delik pembunuhan dapat berati orang
(pelaku tersebut memberikan kemudahan / mempermudah
terwujudnya suatu delik, tetapi bukan pelaku sepenuhnya.

Oleh karena itu, pelaku yang kedudukannya hanya sebagai
turut serta ambil bagian dalam mewujudkan suatu delik seperti
halnya delik pembunuhan yang bersangkutan dapat dikenai
pidana tetapi tidak sama seperti pidana yang dijatuhkan kepada
delik sepenuhnya (pelaku utama) dalam pelaksanaan pembunuhan

tersebut.
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Topo Santose dan Eva Achjadi (2006 : 12) mengemukakan
dalam suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pembunuhan
berencana yang dilakukan secara bersama-sama, orang turut
,membéiﬁtu pelaku utama melakukan delik itu, dinamakan turut
serta. Ia diancam pidana dengan delik penyertaan.

Para pelaku peserta yang mungkin peranannya memberikan
bantuan, sarana dan prasarana kepada pelaku utama juga
disebabkan oleh berbagai motif atau faktor penyebab.

Faktor penyebab tersebut, seperti karena pelaku sepenuhnya
meminta bantuan, misalnya sekarang meminta bantuan kepada
orang lain.

Suatu peristiwa pembunuhan yang melibatkan 2 orang,
tetapi bukan pelaku utama. Misalnya, Achmad bermaksud mau
membunuh Daud dengan mempergunakan parang, tetapi dia tidak
mempunyai parang, keinginan Achmad tersebut disampaikan
kepada Amir, lalu David memberikan parang kepada Achmad.

Untuk melaksanakan niat atau perencanaannya tersebut,
Achmad menyuruh Rahman untuk membonceng Daud dengan
sepeda motor. Sewaktu Rahman sedang membonceng Daud,

Achmad yang sedang menunggu dipinggir jalan langsung menebas
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lehernya Daud, saat itu pula Daud jatuh bersimbah darah dan
tewas seketika.

Peristiwa pembunuhan tersebut di atas, terlihat dilakukan
_secara berencana, pelakunya hanya 1 (satu) orang yakni Achmad
sedangkan kedudukan Amir dan Rahman keduanya bukan pelaku
utama, tetapi keduanya turut serta memberikan sarana dan
prasarana atau mempermudah Achmad untuk mewujudkan
niatnya membunuh korbannya dalam hal ini Daud.

Keterlibatan Amir dan Rahman dalam pelaksanaan
pembunuhan tersebut, keduanya hanya sebagai pelaku peserta, ia
dapat dikenai sanksi pidana melakukan delik penyertaan.

Peristiwa yang mendasari Amir dan Rahman dapat dijatuhi
hukuman pidana karena melakukan delik penyertaan karena
keduanya memberikan kemudahan kepada pelaku, andaikan Amir
tidak memberikan parang kepada Achmad dan Amir tidak
membonceng si Daud, maka kemungkinannya, delik pembunuhan
tersebut sulit dilaksanakan oleh Achmad.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat

dipahami bahwa yang delik penyertaan adalah turut sertanya
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seseorang atau beberapa orang dalam suatu delik, seperti delik

pembunuhan tetapi yang bersangkutan bukan pelaku utama.

2.3 Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Pembunuhan Berencana

Meskipun para pelaku penyertaan dalam pembunuhan
berencana, bukan sebagai pelaku sepenuhnya, namun karena
keterlibatannya dalam mewujudkan pembunuhan berencana dan
dilakukan bersama-sama maka atas perbuatannya tersebut patut
dipertanggungjawabkan, yang tentunya setimpal dengan
perbuatannya.

Tanggung jawab pelaku penyertaan, artinya atas
perbuatannya tersebut yang turut serta melakukan delik
pembunuhan harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum,
dalam hal ini dihadapan majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili para pelaku yang didakwa melakukan delik penyertaan.,

Dalam teori ilmu hukum pidana dikatakan bahwa setiap
orang yang melakukanj suatu delik atau tidak pidana, maka orang
atau pelaku delik tersebut ia harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya.
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Tentang sejauhmana tingkat tanggungjawab pelaku
penyertaan dalam pembunuhan berencana, hal ini tergantung dari

sejauhmana peranan pelaku penyertaan ambil bagian dalam

) mewufﬁdkan delik tersebut.

Bambang Poernomo (1985 : 31) mengemukakan “tanggung
jawab pelaku penyertaan pembunuhan berencana, hal itu sangat
erat kaitannya dengan peran sertanya pelaku tersebut dalam
melakukan delik itu.

Pendapat tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa
pelaku penyertaan yang dituntut pidana lalu dijatuhi hukuman
pidana ada yang berat dan ada pula yang dihukum ringan. Hal itu
disebabkan karena tiap pelaku perbuatan dan tingkat
keterlibatannya terhadap pelaksanaan delik itu tidak sama.

Tinggi dan rendahnya hukuman (ganjaran hukum) kepada
para pelaku penyertaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili terdakwa (pelaku penyertaan) tersebut
terkait pula dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan. Bukti atau fakta hukum tersebut, mungkin
memberatkan atau justru sebaliknya meringankan si pelaku

penyertaan yang sedang diproses di pengadilan, sebagai wujud
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dari suatu pertanggungjawaban hukum, atas perbuatannya sesuai
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
| Lamintang (1990 : 47), mengemukakan jika para pelaku
,(t“erdak{va) pada saat diperiksa di muka hakim, ternyata terdapat
hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka itu akan
mempengaruhi hukumannya.

Berdasarkan pendapat ini, maka dapat diketahui bahwa, jika
para terdakwa (pelaku penyertaan) di hukum berat, ringan ataukah
dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum itu
tergantung bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Alat bukti tersebut, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum, terdakwa atau penasehat hukumnya yang dapat berupa :

a. Bukti surat
b. Saksi
c. Sumpah

Bukti-bukti tersebut, jika menguntungkan terdakwa (pelaku

penyertaan), maka terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan

hukum atau di hukum ringan. Tetapi sebaliknya jika seluruh bukt-

bukti tersebut justru memberatkan terdapat, maka ada

kemungkinannya terdakwa dihukum berat setimpal dengan
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perbuatannya. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan delik penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan
berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

| 'Moeljatno (1983 : 12) mengemukakan timbuinya kejahatan
dalam berbagai motif dan bentuknya dilatarbelakangi berbagai
persoalan yang memicu si pelaku untuk berbuat jahat.

Kalau pendapat lain ini dikaitkan dengan pelaku penyertaan
dalam suatu tindak pidana pembunuhan secara berencana dan
dilakukan bersama-sama, maka perbuatan tiap pelaku penyertaan
harus pertanggungjawabkan secara hukum pidana dihadapan para
aparat hukum dan jika para pelaku dihukum berat atau ringan,
maka itu merupakan tanggung jawab si pelaku untuk memikul
resiko sebagai akibat dari perbuatannya.

Pelaku penyertaan, adalah orang yang memiliki kemampuan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara
hukum pula. Asalkan yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani
serta akal pikirannya, oleh karena ia memiliki kemampuan untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Artinya, jika terbukti dia hanya pelaku peserta, maka

pidananya pun tentunya tidak seberat pelaku sepenuhnya, dan
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kalau pelaku sepenuhnya mendapat pidana berat jika
dibandingkan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku peserta,
itu sudah tepat dan benar menurut hukum, karena yang

_bersangkutan telah mewujudkan delik pembunuhan sepenuhnya.

2.4 Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang mutlak menurut Wirjono
Prodjodikoro (1986 : 21) adalah sebagai berikut :

Teori absolut atau teori mutlak/pembalasan

(vergeldingsieorie) yaitu bahwa setiap kejahatan harus diikuti

dengan pidana tidak tanpa tawar menawar. Seorang

mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu
kejahatan. Tidaklah perlu dipikirkan manfaat menjatuhkan pidana
itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada
pelanggar. Oleh karena itu teori ini disebut juga teori absolut. Pidana
merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan hakikat suatu pidana inilah
pembalasan.

Menurut Moeljatno ( 2002 : 29 ) bahwa :

Suatu teori pembalasan yang  berdasarkan dan
menitikberatkan pada etika pidana itu menjadi suatu
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pembalasan kesalahan dari pembuat peristiwa pidana. Teori
Polak ini juga disebut teori pembalasan modem.

Andi Hamzah (1994: 31) berpendapat bahwa :

Teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan
-subjektif dan pembalasan objektif Pembalasan subjektif ialah
pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif

ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh
pelaku di dunia luar.

Dasar pertimbangan untuk pemidanaan ialah masa lampau,
maksudnya masa terjadinya delik itu. Masa datang yang bermaksud
memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat
mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan : Darah
bersambung darah, nyawa bersambung nyawa.

Teori relatif atau Nisbi/tujuan (Docltheorien) menurut teori

‘suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu
pidana untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan,
melakukan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu
pidana bagi masyarakat atau si penjahat itu sendiri.

Teori ini juga. dinamakan teori tujuan sebab harus ada tujuan
lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini
pertama-tama harus dilakukan kepada usaha agar di kemudian hari,
kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.

Andi Hamzah (1994: 34-35) mengemukakan bahwa :

Teori relatif ini mencari dasar pidana dalam
menyelenggarakan tertib masyarakat dan akhirnya vyaitu
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tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini

berbeda-beda menakutkan, memperbaiki atau membinasakan,

Lain dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus.

Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada

umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus

ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah
. . -pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal
pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Jadi untuk mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat
dan untuk menghindarkan supaya orang itu tidak berbuat lagi, maka
~selain tujuan utama untuk memperbaiki juga dalam hal yang tak
terelakkan lagi harus bersifat membinasakan.

Dengan demikian pidana pada teori relatif bukan sekedar
untuk melakukan pembelaan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan
tertentu yang bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi
kepentingan masyarakat

Teori gabungan (verenigings theorien), teori ini adalah -

kombinasi antara teori pembalasan dalam hukum pidana dan

teori relatif yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat
dan melindungi masyarakat dimana kedua tujuan ini disusul
dengan memidana.

Dengan demikian teori gabungan merupakan perpaduan
antara teori absolut dengan tujuan, yang memandang bahwa

pemidanaan mengandung kombinasi antara pencapaian keadilan

dan prevensi atau pencegahan tercemarnya kehidupan sosial warga
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masyarakat dari perilaku jahat. Penganutnya antara lain Binding
(Sianturi, 1986: 62) yang mengatakan bahwa teori pembalasan dan
teori tujuan masing-masing mempunyai Kelemahan.

" Kelemahan teori pembalasan yaitu :

1. Sukar menentukan berat ringannya pidana, atau ukuran
pembalasan tidak jelas.

2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana
sebagai pembalasan.

3. (hukuman) pemidanaan sebagai pembalasan tidak
bermanfaat bagi masyarakat.

Kelemahan terhadap teori tujuan yaitu :

1. Pemidanaan hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan,
sehingga dijatuhkannya pidana yang berat baik
berdasarkan teori pencegahan umum maupun teori
pencegahan khusus.

2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana
yang berat, tidak akan memenubhi rasa keadilan.

3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan,
terapi juga kepada pada hal itu sendiri.

Oleh  karena itu, teori gabungan, tidak hanya
mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori
pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa
datang (seperti yang dimaksud oleh teori tujuan). Dengan demikian
pidana yang diterapkan harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi
hakim maupun kepada penjahat itu sendiri. di samping kepada
masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang

dijatuhkan dengan kejahatan yang teiah dilakuka
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BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

31 Data Delik Pembunuhan Berencana di Kabupaten Selayar

Pembunuhan secara berencana dan dilakukan secara
besama-sama di wilayah Kabupaten Selayar, ternyata terjadi setiap
tahun, peristiwa tersebut menandakan bahwa pembunuhan
merupakan suatu delik yang masih perlu terus dicari upaya-upaya
pencegahannya, paling tidak untuk menekan tingkat kejadiannya.

Para pelaku delik pembunuhan maupun para korban
kejahatan pembunuhan pada umumnya mereka melakukan tindak
pidana tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai motif, baik
karena hal itu berawal dari si pelaku maupun Kkarena
dilatarbelakangi oleh sikap dan perbuatan si korban.

Abd. Rahman Kalimba, seorang tokoh masyarakat
(Wawancara, 20-04-2010) di Selayar mengatakan :

Terjadinya delik pembunuhan secara berencana, khususnya yang
terjadi di wilayah Kabupaten Selayar pada umumnya disebabkan
oleh berbagai faktor, seperti :

1. Mempertahankan hak, yaitu berkaitan dengan harta sekarang.

2. Menyangkut harga diri seseorang (soal siri).
3. Karena socal malu dan dihina baik terhadap keluarganya

maupun pribadinya.
4. Karena dendam akibat perbuatan si korban.
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5. Karena sifat dan karakteristik masyarakat setempat.

Dengan mencermati penjelasan tokoh masyarakat tersebut di
atas maka dapat diketahui bahwa peristiwa terjadinya
,p‘embuﬁuhan secara berencana di wilayah Kabupaten Selayar
ternyata disebabkan oleh berbagai faktor penyebab seperti yang
dikemukakan pada angka 2 s/d 5 tersebut di atas.

Selanjutnya Dg. Tola Takengkeng seorang pemuka Agama
{(wawancara, 30-04-2010), menyatakan :

Salah satu faktor yang menjadi sebab terjadinya delik
pembunuhan di Kabupaten Selayar. Karena para pihak merasa
masing-masing mempertahankan haknya.

Pendapat ini, ternyata ada kaitannya dengan pendapat
sebelumnya  bahwa salah satu faktor diantara faktor-faktor
penyebab terjadinya delik pembunuhan berencana di wilayah
Kabupaten Selayar karena baik si pelaku maupun si korban
berencana masing-masing beralasan mempertahankan haknya. Hak
tersebut menurut Halim Dg. Jarre seorang tokoh pemuda
(Wawancara, 27-04-2010), mengatakan :

Pembunuhan secara berencana, yang penyebabnya karena
masing-masing pihak mempertahankan haknya, dan bhak
dimaksud seperti :

a. Menyertakan tanah miliknya;
b. Mempertahankan harta warisannya;
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¢. Mempertahankan harta benda keluarganya

Berdasarkan pendzpat fersebut di atas, memberikan
masukan bahwa delik pembunuhan secara berencana pada
,umum'ﬁsra di wilayah Kabupaten Selayar terjadi karena
dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab, salah satunya yang
merupakan faktor utamanya karena para pelaku masing-masing
mempertahankan haknya.

Akan tetapi selain karena mereka mempertahankan haknya
juga karena disebabkan karena faktor lainnya, seperti : soal siri,
agama, harga dirj, terhina dan dendam.

Untuk mengetahui data delik pembunuhan berencana di
Kabupaten Selayar, yang terjadi pada kurun waktu 2006 sampai

dengan 2010, disajikan pada 1.
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Delik Pembunuhan B;:::;:a di Kabupaten Selayar dari
Tahun 2006 sampai dengan 2010
Tahun Delik Pembunuhan (F)

T 2006 5
2007 7
2008 6
2009 5
2010 1

Jumlah 24

Sumber Data : Polres Selayar, 2010

Data delik pembunuhan

berencana yang terjadi di

Kabupaten Selayar dari tahun 2006 sampai dengan 2010 seperti

yang terlihat pada tabel 1 tersebut di atas sejumlah 24 kasus.

Data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2006 sebanyak 5

kasus, 2007 sebanyak 7 kasus, 2008 sebanyak 6 kasus, 2009

sebanyak 5 kasus dan 2010 baru 1 kasus.

Sedangkan delik pembunuhan yang menonjol terjadi pada

tahun 2007 dan tahun 2008.
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Adapun faktor-faktor  penyebab terjadinya  delik

pembunuhan dari 24 kasus tersebut, disajikan pada tabel berikut

ini:
Tabel 2
Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pembunuhan
Berencana Tahun 2006 sampai dengan 2010
Tahun Faktor Penyebab Delik Pe(r;l?)bunuhan
2006 Soal Siri 6
2007 Mempertahankan hak 7
2008 Dihina 5
2009 Dendam 5
2010 Dipermalukan 1
Jumlah ; 24

Sumber Data : Polres Selayar, 2010

Data tersaji pada tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa 6
kasus pembunuhan terjadi karena soal sirii 7 karena
mempertahankan hak, 5 karena dihina, juga 5 kasus karena
dendam dan hanya 1 kasus disebabkan karena salah satu pihak

dipermalukan.
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32 Penentuan Kualitas Pelaku Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana

Untuk menentukan kualitas pelaku penyertaan dalam
pembunuhan berencana, maka hal itu sangat erat kaitannya dengan
’ ple'i'alvl’ ';erta seorang pelaku yang turut serta memberikan bantuan
kepada pelaku wutama hingga terwujudnya suatu delik
pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai
pelakunya maka pada umumnya pembunuhan itu dilakukan
dengan didahului dengan motif percobaan secara bersama-sama
untuk melakukan pembunuhan.

Peristiwa terjadinya pembunuhan terhadap seseorang yang
dilakukan secara bersama-sama (pe]akun)‘/a lebih dari satu orang
atau dilakukan oleh beberapa orang) diantara para pelaku tersebut,
punya peranan yang berbeda, tetapi peran tersebut bertujuan untuk
memudahkan pelaksanaan pembunuhan.

Misalnya seorang meninggal dunia sebagai akibat dari
penganiayaan yakni diparangi lehernya hingga terputus, tetapi
pelakunya bukan hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang
atau beberapa orang, maka untuk menentukan keaktifan atau

peranan tiap-tiap pelaku, hal itu dilihat dari peran sertanya masing-
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masing pelaku yang mewujudkan suatu delik pembunuhan
tersebut.

Peristiwa kejadiannya misalnya si “si A” dibunuh oleh si “si
.B”. yarfg pembunuhannya secara bersama dilakukan oleh “si C, D
dan E”, pada waktu pelaksanaan pembunuhan tersebut dilakukan
sebagai berikut :

Si C sebagai pemilik parang, memberikan parang itu kepada
si B, latlu si B menyuruh kepada si D dan E untuk mengejar si A dan
memegang kaki dan tangan, lalu kemudian si B datang menebas
leher si A hingga tewas.

Peristiwa pembunuhan seperti ini merupakan pembunuhan
berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh si B, C, E dan
D. oleh karena yang memberikan kemudahan si B dalam
melakukan pembunuhan kepada si A yaitu si C, D dan E makasi A
s/d E dapat dikategorikan sebagai para pelaku pembunuhan
kepada si A, maka semuanya dapat diancam dengan pidana
melakukan pembunuhan secara bersama-sama yang diawali

dengan perencanaan.

Melihat peristiwa hukumnya tersebut, maka baik si C, D dan

E kualifikasinya sebagai pelaku delik pembunuhan terhadap si A,
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yang kuantitasnya sebagai peserta atau turut serta melakukan
pembunuhan terhadap korban si A.

Sebagai peserta yang dapat dipidana ditentukan dalam pasal
,55. kel : mereka yang melakukan perbuatan pidana (pelaku),
mereka yang suruh melakukan perbuatan pidana perbuatan
pidana, mereka yang turut serta melakukan perbutan pidana.

Jadi untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai
pidana dalam kaitannya dengan penyertaan dalam delik
pembunuhan tergantung dari sejauhmana peran serta seorang
pelaku delik terhadap suatu peristiwa pembunuhan, itu yang
bersangkutan ternyata dia tidak ikut serta dalam pembunuhan
tersebut, maka ia tidak dapat dipidana.

Dan ternyata salah satu terdakwa ahmad lamu alias
lahamuddin bin palle terbukti turut serta melakukan (medeplegen).
Yaitu dengan cara menjerat leher si korban dengan memakai kayu
sampai korban meninggal.

Menurut Achmad Paris seorang anggota Polres Selayar
(wawancara, 25-04-2010) di Selayar mengatakan :

Untuk menentukan kualitas pelaku pernyataan dalam

pembunuhan berencana, maka hal itu dilihat dari
keterkaitan antara para pelaku dalam mewujudkan suatu
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delik pembunuhan artinya, maka yang bersangkutan tidak
ada bukti bahwa dia ikut serta maka ia tidak dapat dipidana.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka kriteria yang

dapat glipakai guna menentukan apakah seorang dapat dikenai

’aln.(':a;l'lan kurungan karena delik penyertaan, hal itu dapat dilihat
dari segi keterkaitannya dengan peristiwa terjadinya suatu delik
pembunuhan yang berencana dan dilakukan secara bersama-sama.

Tetapi sebaliknya, bila yang bersangkutan ternyata tidak
cukup bukti permulaan yang kuat bahwa ial turut serta misalnya
dalam hal mempermudah, membantu, memberikan sarana dan
prasarana dalam pelaksanaan pembunuhan tersebut, maka yang
bersangkutan tidak dapat dipidana.

Selain Ahmad Lamu, adapun Muhammad Sukri, Samuddin,
Herman, Palle, Dg. Sibundu, ditemukan barang bukt berupa
parang yang dipergunakan dalam mewujdkan niat pelaku. Adapun
barang bukti yang lain yang digunakan diantaranya tali nilon,
kayu, dan tempurung kelapa.

Begitu pula Jufri Amir juga seorang anggota Polres Selayar
{(wawancara, 30-04-2010), mengatakan bahwa :

Pelaku peserta dia hanya dapat dikenai pidana jika yang
bersangkutan ada dugaan bukti permulaan yang cukup
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bahwa ia turut serta melakukan delik pembunuhan, akan

tetapi jika tidak terdapat bukti kuat, maka yang

bersangkutan haruslah dibebaskan dari segala tuntutan
hukum.

Menganalisis pendapat tersebut di atas, maka dapatlah
'd;l:cet;hui bahwa kualitas pelaku penyertaan dalam delik
pembunuhan berencana, tergantung dari peran serta seseorang
yang diduga turut serta melakukan delik pembunuhan.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam hukum
pidana yang diterapkan oleh majelis hakim di délam memeriksa,
mengadili serta memutuskan suatu delik pembunuhan yang
dilakukan secara bersama-sama dan direncanakan, dalam
putusannya tersebut, ada kalanya diantara para terdakwa yang
diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan
dan menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan
tuntutan hukum, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan delik pembunuhan terhadap
suatu peristiwa pembunuhan, jika yang bersangkutan ternyata dia
tidak ikut serta dalam pembunuhan tersebut, maka ia tidak dapat

dipidana.
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Tapi ke lima terdakwa terbukti turut serta melakukan
pembunuhan. dan yang tak kala pentingnya adanaya niat maka ia
dapat dikatakan menyuruh melakukan (doenplegen) dengan dasar
.ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

1. niat jangan disamakan kesengajaan tetapi niat secara potentil
bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan
menjadi perbuatan yang dituju.

2. tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan
maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang
memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjectief onrecht
salement.

3. oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan
dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan
dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul.

Untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang
tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi
perbuatan.dalam menentukan kualitas pelaku peserta dalam
pembunuhan berencana bisa saja dengan cara membujuk supaya
perbuatan dilakukan ( uitloken ). Namun tidak semua pembujukan

untuk melakukan tindak pidana dikenai hukuman, tetapi hanya
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pembujuk dengan cara-cara yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1
nomor 2. mula-mula yang disebutkan hanya pemberian
kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat,paksaan

. ancaméﬁ, atau penipuan. Kemudian cara-cara ini ditambah dengan
memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Menganalisis pendapat tersebut di atas, maka dapatlah diketahui
bahwa kualitas pelaku penyertaan dalam delik pembunuhan berencana,
tergantung dari peran serta seseorang yang diduga turut serta melakukan
delik pembunuhan.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam hukum
pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim di dalam memeriksa,
mengadili serta memutuskan suatu delik pembunuhan yang
dilakukan secara bersamasama dan direncanakan dalam
putusannya tersebut, ada kalanya diantara para terdakwa yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan
dan menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan
tuntutan hukum, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan delik pembunuhan.

Oleh karena motif dan peristiwa hukum terjadinya suatu

delik pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama
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bermacam-macam hal yang melatarbelakangi hal itu, maka yang
perlu dicermati dan dianalisis benarkah ada bukti kuat, bahwa
yang bersangkutan turut serta mempermudah dan memberikan
_bantudn terhadap si pelaku delik pembunuhan tersebut.

Menurut Sahardi, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Selayar (wawancara, 25-04-2010), mengatakan :

Yang mendasari Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan

pelaku (si terdakwa) ke pengadilan, karena adanya dugaan

kuat si pelaku turut serta melakukan pembunuhan

(memberikan kemudahan atau turut serta melakukan

pembunuhan tersebut).

Penjelasan Jaksa Penuntut Umum ini, kalau dihubungkan
dengan pendapat sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa untuk
menentukan kualitas pelaku penyertaan dalam pembunuhan
berencana, maka yang menjadi dasar atau putusan Jaksa, Hakim

dalam mengadili si pelaku (terdakwa) terletak pada adanya bukt

yang kuat yang terungkap di persidangan.
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3.3 Pemidanaan terhadap Pelaku Delik Pembunuhan Berencana

Para pelaku delik pembunuhan berencana yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan untuk diperiksa dan
'd‘iéidgl‘i":)leh Majelis Hakim Pemidanaannya bervariasi, artinya ada
yang dihukum berat dan ada pula yang ringan hukumannya hal itu
disebabkan karena setiap terdakwa perisiwanya berbeda dan
tunmtannyé pun berbeda-beda pula.

Sebelum dikemukakan data mengenai pemidanaan terhadap
pelaku delik pembunuhan berencana pada Pengadilan Negeri
Selayar, lebih dahulu dikemukakan. Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum terhadap pelaku pembunuhan tersebut.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku
pembunuhan berencana tersebut, juga bervariasi ada yang
tuntutannya berat dan ada pula yang ringan, hal tersebut juga
disebabkan karena tiap pelaku masing-masing lain peristiwa
hukumnya dan tingkat keterkaitannya terhadap delik yang

didakwakan kepadanya.




Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku
Pembunuhan Berencana

Tuntutan Pelaku

(Tahun) (Orang)
10 4
15 2
Seumur hidup 2
7 6
8 4
5 ! 3
Jumlah 24

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Selayar, Tahun 2010

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku
pembunuhan berencana sebagaimana terlihat pada Tabel 3 tersebut
di atas, adalah merupakan data dari Tahun 2006 sampai dengan
2010.

Dari 24 orang pelaku, yang dituntut 10 Tahun, ada 4 orang
pelaku yang dituntut 15 tahun 2 orang, yang dituntut seumur
hidup 5 orang, yang dituntut 7 tahun 6 orang, yang dituntut 8

tahun ada 4 orang dan yang dituntut 5 tahun ada 3 orang pelaku.




4]

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terlihat ada 5
orang pelaku delik pembunuhan berencana yang dituntut penjara
selama 18 tahun dan menempati urutan kedua yaitu ada 2 orang

_yang-dituntut 15 tahun penjara.

Menurut Sangkala Said, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Selayar (wawancara, 20-04-2010) bahwa :

Berat dan ringan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap

terdakwa (pelaku delik pembunuhan) tentunya disesuaikan

dengan perbuatan terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap

di persidangan.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum ini, memberikan masukan
bahwa untuk menentukan berat dan ringannya tuntutan Jaksa
Penuntut Umum terhadap terdakwa (pelaku delik pembunuhan),
hal itu disesuaikan dengan perbuatan terdakwa dan bukti yang
terungkap di persidangan.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, di bawah ini

dikemukakan data mengenai pemidanaan terhadap pelaku

pembunuhan berencana seperti yang terlihat pada tabel 4 :
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Tabel 4
Pemidanaan terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana
Pemidanaan Orang
10 3
| 15 2
18 5
7 6
8 5
4 3
Jumlah 24

Sumber Data : Pengadilan Negeri Selayar, Tahun 2010

Data pemidanaan terhadap pelaku delik pembunuhan
berencana dari tahun 2006 sampai dengan 2010 seperti yang
tampak pada Tabel 4 tersebut yaitu 3 orang dipidana 10 tahun
penjara, 2 orang 15 tahun penjara, 5 orang dipidana 18 tahun
penjara, 6 orang dipidana 7 tahun penjara, 5 orang dipidana 8
tahun penjara dan hanya ada 3 orang yang dipidana 4 tahun
penjara.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri

Selayar yang mengadili dan memeriksa para terdakwa pelaku

pembunuhan berencana tersebut, hukumannya terlihat saling
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berbeda, yang paling berat yaitu ada 3 orang dihukum 18 tahun
penjara dan yang paling ringan ada 4 orang yang juga dihukum 4

tahun penjara.

34 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap

Pelaku Peserta

Sebelum dikemukakan mengenai perkembangan hukum
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku peserta,
terlebih dahulu dikemukakan suatu delik pembunuhan berencana
yang dilakukan secara bersama-sama seperti yang termuat dalam
putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 52/Pid.B/2009/PN.SLY
tanggal 28 Oktober 2009. yang pada garis besarnya dikemukakan
berikut ini:

1. Para Pelaku
Muhammad Sukrin alias Sukrin bin Syuamsuddin, SAmuddin
bin Jumala, Herman bin Jumala, Palle bin Moka dan Dg.
Sibundu alias Patta Bundu bin Dg. Jumala.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Para terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 28 Nopember
2008, melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-
sama terhadap korban Salahudin, kejadiannya di ASsung

Batu, Dusun Bissorang, desa Bonea Timur, Kecamatan Bonto
Manai, Kabupaten Selayar,




Cara yang dilakukan para pelaku (para terdakwa) tersebut
yang membunuh korban Salahuddin yaitu pelaku
menjeratnya dengan kayu hingga Salahuddin mati.

Akjbat perbuatan para terdakwa tersebut, maka para
terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan

o
.

- Primair Pasal 340 jo 55 (1) ke - 1;

- Subsidair, Pasal 338 jo 55 (1) ke = 1; ~======= rmrmm e

. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka Jaksa
Penuntut Umum menuntut kelima para terdakwa tersebut
dengan tuntutan sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana penjara karenanya dengan pidana
penjara masing-masing seumur hidup;

. Pertimbangan hukum hakim

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan keputusannya dalam
perkara ini, terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa
perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan delik
pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal
340 KUHP;

Perbuatan tersebut, termasuk pelaku peserta terbukti
melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Adapun hal-hal yang memberatkan, para terdakwa yaitu,
perbuatan-perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
para terdakwa tidak berperikemanusaan dan para terdakwa
tidak berterus terang dan berbelit-belit di persidangan;




_ . Setelah Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang
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Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa vyaitu
bersikap sopan di persidangan dan para terdakwa belum
pernah dihukum.

. Amar putusan

dikemukakan tersebut di atas, lalu merqatuhkan putusannya,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -—

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Sukrin alias Sukrin
bin SAmsuddin, Terdakwa II -Samuddin bin Jumala,
Terdakwa Il Herman bin Jumala, Terdakwa IV Palle bin
Morra dan Terdakwa V Dg. Sibunda alias Patta Bundu bin
Jumala, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan  tindak pidana  “pembunuhan  yang
direncanakan secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-
masing dengan pidana penjara masing-masing selama 18
(delapan belas) tahun; ————=—===—=—===r=mr-—--

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa di tahan
dikurangkan seluruhnya pidana yang dijalankan;-—————

4, Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 35 cm dan lebar
3,2 cm dengan menggunakan hulu berwarna coklat dan
tempat parang (sarung parang) berwarna coklat dengan
menggunakan tali nilon berwarna biru, mempunyai
gantungan pada tali nilon tersebut yaitu tempurung
kelapa yang bulat berwarna coklat;
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1 (satu) lembar sarung berwarna dasar hijau coklat
berkotak-kotak dan didalamnya carck kotak tersebut
terdapat 2 (dua) warna putih, garis ungu, hijau muda,
hijau tua dan garis biru (bukti pembanding) adalah
barang bukti;

Seutas tali nilon berwarna hijau lumut panjang 64 cm; -

1 (satu} lembar celana dalam kolor berwarna biru; —-—

1 (satu) buah sampan yang belum dicat;

1 (satu} buah dayung;

1 (satu) lembar baju batik coklat lengan panjang merek
Nike;

1 (satu) lembar celana training biru bergaris merah; -——
1 (satu) lembar celana training biru bergaris merah; —-
1 (satu) baju lengan panjang berwarna hijau; -—-—~——-——
1 (satu} lembar celana training berwarna biru tua;-————
1 (satu) buah dayung terbua.t dari kayu, warna cat abu-

abu, panjang 164 cm, sisa potongan batang pohon kayu
bersama dengan rantingnya;

Sebilah parang dengan panjang 48 cm dan lebar 3 cm,
hulunya terdapat besi pengikat dan terdapat tali semar
warna bening yang dililit di hulu tersebut;

Demikian kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara No. 51/Pid.B/2009/PnSLY,
atas nama Terdakwa Ahmad Lamu alias Lahamuddin alias

Lamu bin Palle;
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6. membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa
masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah);

Dengan melihat pertimbangan hukum hakim seperti yang
,telahﬂ'iicemukakan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan
putusannya terhadap pelaku peserta, sehingga pemindahannya
sama terhadap para pelaku pembunuhan dalam perkara ini,
disebabkan karena pelaku peserta lazinnya, peran sertanya di
dalam melakukan delik pembunuhan yaitu kedudukannya sama,
di dalam mewujudkan delik pembunuhan tersebut.

Selain itu, peranan masing-masing para pelaku dalam
melakukan pembunuhan terhadap korban Salahuddin mereka para

Terdakwa dilakukan dengan berencana dan secara bersama-sama.
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BAB4

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penentuan kualifikasi pelaku pada delik pembunuhan befencana
yang dilakukan secara bersama-sama di Kampung Bissoreang
Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu kita mengetahui sejauh mana
peran para pelaku yang ambil bagian dalam mewujudkan delik
pembunuhan berencana di Kabupaten Kepulauan Selayar . Muh.
Sukrin, Samuddin, Herman, Palle, Dg. Sibundu terbukti sebagai
pelaku sepenuhnya. Dan Ahmad Lamu sebagai pelaku peserta.

2. Tanggung jawab pelaku peserta dalam putusan Pengadilan Negeri
Selayar No. 51/PID.B/2009/PN.SLY yaitu Terdakwa Ahmad Lamu
alias Lahamuddin alias Lamu bin Palle, harus pula secara bersama
dalam mewujudkan delik pembunuhan, karenanya dihukum 15
tahun penjara yang kedudukannya sebagai pelaku peserta karena

mempunyai niat dan kerjasama yang erat untuk membunuh

Salahudin.
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Saran-saran

1. Sebaiknya para pelaku pembunuhan secara berencana yang
dilakukan secara bersama-sama dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup, karena perbuatannya tersebut sangat tidak

berprikemanusiaan.

2. Para aparat hukum utamanya Kepolisian di wilayah Kabupaten
Selayar, masih perlu terus melakukan upaya-upaya hukum
pencegahan agar tidak lagi terjadi delik pembunuhan secara

berencana yang dilakukan bersama-sama.
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